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Abstrak 

Addresati UUi TPPUi adalahi organisasii kejahatani ataui kelompoki orangi yangi memilikii 

aktivitasi kriminali dani menyembunyikani hasilnyai untuki digunakani kembalii dani 

ditanamkani dii dalami aktivitasi bisnisi lainnya.i Keberhasilani dani efektivitasi UUi TPPUi 

sejaki ditetapkani pemberlakuannyai tidaki berhasili membongkari tuntasi organisasii 

kejahatani yangi beradai dii baliki tindaki pidanai ini.i UUi TPPUi dalami praktiki hanyai 

berhasili memberantasi tindaki pidanai pencuciani uangi perorangan;i bahkani kinii sasarani 

undang-undangi inii lebihi banyaki ditujukani terhadapi pejabati publik.i Keadaani inii 

sangati kontradiktifi dani tidaki sepadani dengani maksudi dani tujuani diberlakukannyai 

undang-undangi inii karenai aseti yangi diperolehi dani dapati dikembalikani darii terdakwai 

ybsi tidaki signifikani dibandingkani dengani anggarani belanjai yangi telahi dikeluarkani 

olehi Negarai untuki membiayaii PPATKi sejaki tahuni 2002.i  

Kata kunci: Pencucian Uang, Hukum 

 
i  
PENDAHULUAN 

Istilahi pencuciani uangi (moneyi laundring) menurut Suranta (2010) sebenarnyai 

telahi lamai dikenal. i Dalami sejarahi hukumi bisnisi munculnyai moneyi launderingi 

dimulaii darii negarai Amerikai Serikati sejaki tahuni 1830.i Padai waktui itui banyaki orangi 

yangi membelii perusahaani dengani uangi hasili kejahatani (uangi panas)i sepertii hasili 

perjudian,i penjualani narkotika,i minumani kerasi secarai illegali dani hasili i pelacuran, 

(Fuadi, 2001). i Namuni istilahi moneyi launderingi barui munculi ketikai Ali Capone,i salahi 

satui mafiai besari dii Amerikai Serikat,i padai sekitari Tahuni 1930-ani Ali Caponei dani 

Gangi Mafiai lainnyai melakukani perbuatani menyembunyikani hasili kejahatannyai 

(perjudian,i prostitusi,i pemerasan,i dani penjualani gelapi minumani keras).i Untuki 

mengelabuhii pemerintah,i parai mafiai mendirikani perusahaani binatui (landromat),i 

untuki mencampuri hasili kejahatani merekai sehinggai tidaki dicurigaii terlibati kejahatan.i 

Disinilahi merupakani awali inspirasii yangi padai akhirnyai melahirkani istilahi moneyi 

laundering. (Husein,2001). 

Istilahi moneyi launderingi sebagaii sebutani sebenarnyai belumi lamai dipakai.i 

Penggunaani pertamai kalii dipakaii padai surati kabari dikaitkani dengani pemberitaani 

mengenaii skandali Watergatei dii Amerikai Serikati padai tahuni 1973,i sedangkani dalami 

konteksi pengadilani ataui hukum,i penggunaani istilahi moneyi launderingi munculi 

pertamai kalii padai tahuni 1982i dalami suatui perkarai USi $i 4,255,625.39i (1982)i 551i Fi 
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Supp.314. i Kasusi tersebuti menyangkuti dendai terhadapi pencuciani uangi hasili penjualani 

kokaini  (Sjandeini, 2003). 

Menurut Amrullah (2004),i istilahi tersebuti telahi diterimai dani digunakani secarai 

luasi dii seluruhi dunia. i Kemudiani istilahi inii populeri padai tahuni 1984,i tatkalai Interpoli 

mengusuti pemutihani uangi mafiai Amerikai Serikati yangi terkenali dengani Pizzai 

Connectioni yangi menyangkuti danai sekitari USi $i 600i juta,i yangi ditransferi melaluii 

serangkaiani transaksii finansiali yangi rumiti kei sejumlahi Banki dii Swissi dani Italia 

(Harmadi, 2011). i Transferi tersebuti dengani menggunakani restoran-restorani pizzai yangi 

tersebari luasi dii seluruhi Amerikai Serikat (Putra, 2008) sebagaii saranai usahai untuki 

mengelabuii sumberi dana.  

Duniai internasionali bersepakati melarangi kejahatani yangi berhubungani 

dengani narkotikai dani Pencuciani Uang.i Kesepakatani inii dituangkani dalami sebuahi 

konvensii thei Unitedi Nationi Conventioni Againsti Illiciti Trafici ini Narcotics,i Drugsi 

andi Psychotropici  

Substancesi ofi 1988,i yangi biasai disebuti dengani thei Viennai Convention,i 

disebuti jugai UNi Drugi Conventioni 1988i yangi mewajibkani parai anggotanyai untuki 

menyatakani pidanai terhadapi pelakui tindakani tertentui yangi berhubungani dengani 

narkotikai dani moneyi laundering.  Dalami perkembangannya,i prosesi yangi dilakukani 

lebihi kompleksi lagii dani seringi menggunakani carai mutakhiri sedemikiani rupai 

sehinggai seolah-olahi uangi yangi diperolehi benar-benari alami.i Karenai itu,i wajari 

jikai dalami Thei Nationali Moneyi Launderingi Strategyi fori 2000i yangi merupakani 

blueprinti Amerikai Serikati dalami upayai menanggulangii moneyi launderingi telahi 

dikemukakani bahwai moneyi launderingi itui relatifi mudahi untuki diucapkan,i akani 

tetapii suliti dilakukani investigasii dani penuntutan.i Khususnya,i seseorangi yangi 

melakukani sebuahi transaksii keuangani dengani ketentuani bahwai danai ataui 

kekayaani yangi dilakukani transaksii itui adalahi hasili i kejahatan. 

Sifati moneyi launderingi menjadii universali dani menembusi batas-batasi 

yurisdiksii negara,i sehinggai masalahnyai bukani sajai bersifati nasional,i tetapii jugai 

masalahi regionali dani internasional.i Praktiki moneyi launderingi bisai dilakukani olehi 

seseorangi tanpai harus,i misalnyai iai bepergiani kei luari negeri.i Hali inii bisai dicapaii 

dengani kemajuani teknologii informasii melauii sistemi cyberspacei (internet),i dii manai 

pembayarani dilakukani melaluii banki i secarai elektroniki (cyberpayment).i Begitui 

pulai seseorangi pelakui moneyi launderingi bisai mendepositokani uangi kotori (dirtyi 

money,i hoti money)i kepadai suatui banki tanpai mencantumkani identitas,i sepertii 

halnyai berlakui dii negarai Austria. (Siahaan, 2008). 

Pencuciani uangi ataui yangi dalami istilahi Inggrisnyai disebuti moneyi laundering,i 

secarai etimologisi moneyi launderingi terdirii darii katai moneyi yangi berartii uangi dani 

launderingi yangi berartii pencucian.i Jadii moneyi launderingi adalahi pencuciani uang.i 

Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2010i tentangi Pencegahani dani Pemberantasani 

Tindaki  

Pidanai Pencuciani Uangi menyebuti istilahi moneyi launderingi disebuti dengani 

Pencuciani Uang,i sebagaimanai tercantumi dalami juduli Undang-undangi tersebuti dani 

dalami pasalpasalnya.i Mengingati moneyi launderingi sudahi merupakani istilahi yangi 

sudahi sangati lazimi dipergunakani secarai internasional,i makai penulisi menggunakani 

istilahi moneyi laundering,i dani terkadangi pulai menggunakani istilahi pencuciani uangi 

dalami paparani selanjutnya.i Menuruti Sutani Remyi Sjandeini (2004),i mengenaii apai 
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yangi dimaksudi dengani istilahi pencuciani uangi sampaii saati sekarangi belumi terdapati 

definisii ataui pengertiani yangi universali dani komprehensifi  
i  

Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang 

Sebelumi membahasi lebihi jauhi mengenaii kriminalisasii dii bidangi tindaki pidanai 

pencuciani uangi terlebihi dahului dibahasi mengenaii teorii yangi berkaitani dengani dasari 

pembenarani kriminalisasii meliputi,i teorii moral,i teorii liberali individualistik,i teorii 

paternalisme,i teorii Feinberg,i teorii "ordeningi strafrecht".i Darii teori-teorii tersebuti 

kemudiani berkembangi 3i bentuki teorii kombinasi.i Pertama,i teorii morali dani prisipi 

kerugian.i Kedua,i teorii liberali individualistik-paternalisme,i dani Ketiga,i teorii liberali 

individualistiki dani prinsipi kesejahteraan.i  

Menuruti pandangani liberali individualistik,i hukumi harusi menghormatii otonomii 

setiapi individui dani dii atasi segalanyai hukumi harusi memperlakukani orangi sebagaii 

individui dani mengijinkani setiapi orangi mengejari konsepsinyai tentangi hidupi baiki yangi 

hanyai tunduki kepadai pembatasan-pembatasani minimumi yangi perlui untuki menjamini 

kebebasani yangi samai darii individu-individui lain. i  

Norvali Morrisi dani Gordoni Howkinsi menerjemahkani ungkapani Milli dalami 

konteksi hukumi pidanai dengani mengatakani bahwai "hukumi pidanai tidaki dapati 

mencabuti haki seseorangi untuki pergii kei nerakai menuruti caranyai sendiri,i asalkani diai 

tidaki secarai langsungi merugikani orangi laini ataui hartai bendai orangi lain.i Hukumi 

pidanai adalahi suatui alati yangi tidaki efisieni dalami menjalankani kehidupani yangi baiki 

atasi orangi lain (Norvall Morris dan Gordon Hawkins, 2001). 

Penerapani prinsipi kerugiani dalami kriminalisasii dilakukani dengani duai cara.i 

Pertama,i tindakani yangi merugikani merupakani alasani untuki mendukungi pembenarani 

kriminalisasii suatui perbuatan.i Kedua,i perbuatani yangi normali tidaki seharusnyai 

dikriminalisasikani meskipuni perbuatani itui menyebabkani kerugian.i Jadi,i menuruti 

argumeni ini,i penciptaani pemikirani kejahatani olehi negarai adalahi tidaki sah. 

Dii sampingi menegaskani prinsipi tidaki merugikani orangi laini sebagaii dasari 

kriminalisasi,i pernyataani Milli jugai menegaskani bahwai pertimbangani untuki kebaikani 

diri,i baiki fisiki maupuni mental,i bukani alasani yangi memadaii untuki melakukani 

kriminalisasi.i Dengani demikian,i kriminalisasii berdasarkani pertimbangani moralitasi 

tidaki dapati dibenarkan.i  

Satui fungsii kritisi darii prinsipi otonomii adalahi membelai kebebasani individuali 

melawani tiranii mayoritasi dani untuki menyatakani identitasi individuali dani pilihani 

dalami suatui konteksi masyarakat.i Jadii alasani menentangi kriminalisasii kelakuani 

homoseksuali antarai orangi dewasai yangi bersepakati akani didasarkani kepadai otonomii 

dani privasi-kebebasani individuali untuki mengejari pilihani seksuali merekai sepanjangi 

hali inii tidaki mengakibatkani kerugiani secarai langsungi kepadai orangi lain. i  

Menuruti teorii "ordeningsi strafrecht",i sebagaimanai dikemukakani olehi Rolingi 

dani Jessereni d'Oliveirai Prakken,i hukumi pidanai adalahi alati ataui instrumeni kebijakani 

pemerintah. Penggunaani hukumi pidanai sebagaii instrumeni kebijakani pemerintahi 

merupakani kecenderungani barui dalami perkembangani hukumi pidanai modern. (Saleh, 

1993). 

Premisi dasari teorii ordeningsi strafrechti adai tiga.i Pertama,i "hukumi pidanai tidaki 

ditujukani kepadai individui yangi bebas,i tidaki pulai kepadai hali tindaki hukumi dilihati 

secarai sosiali dani psikologis,i melainkani ditujukani terhadapi manusiai sebagaii pemaini 
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darii perananperanani tertentu,i yangi diharuskani mengkonformasikani dirinyai dengani 

bentuk-bentuki tindakani yangi sesuaii dengani peranannya. i  

Dalami kaitani dengani premisi pertamai ini,i ordeningsi strafrechti tidaki diarahkani 

kepadai manusiai dalami artii yangi konkrit,i melainkani kepadai salahi satui darii posisi-

posisii sosiali yangi demikiani banyaki yangi telahi membentuki manusiai abstraki itui dalami 

memainkani peranani sosialnya.i Menuruti ordeningi strafrecht,i gambarani manusianyai 

adalahi seorangi "conformist".i  

Kedua,i penetapani kriminalisasii menuruti ordeningsi strafrecht,i "bukanlahi apai 

yangi dipandangi olehi masyarakati sebagaii "tindaki hukum"i yangi ditunjuki sebagaii 

perbuatani pidana,i melainkani apai yangi bertentangani dengani kebijakani pemerintahlahi 

yangi ditetapkani sebagaii perbuatani pidanai itu".i  

Prakteki pembuatani peraturani perundang-undangani pidanai menunjukkani 

penggunaani hukumi pidanai sebagaii instrumeni kebijakani pemerintah. i Dalami bidangi 

ekonomi,i kesehatan,i perlindungani lingkungan,i lalui lintas,i suliti kitai 

mengkualifikasikani hukumi pidanai secarai laini daripadai sebagaii suatui hukumi yangi 

mengaturi dani mengendalikani mekanismei politiki pemerintahi dalami bidang-bidangi itu. 

Dengani demikian,i pembentukani perundang-undangani dii bidangi keuangan,i termasuki 

penetapani kriminalisasi,i merupakani pencerminani kebijakani keuangani pemerintah.i  

Hali itui bisai terjadii karenai penguasai mempunyaii aksesi langsungi dalami 

pembuatani kebijakani publik,i termasuki pembuatani peraturani perundang-undangani 

pidana.i Perbuatanperbuatani yangi didefinisikani sebagaii kejahatani adalahi perbuatan-

perbuatani yangi sejalani dengani kepentingani pihaki penguasa. (Gibbon, 1973). i  

Ketiga,i hukumi pidanai tidaki lagii hukumi pidanai mengenaii perbuatani ataui hukumi 

pidanai mengenaii pembuatnya,i melainkani hukumi pidanai mengenaii aturan-aturan.i 

Masalahnyai bukanlahi lagii mengenaii bagaimanai meniadakani perbuatan-perbuatani 

tertentu,i tidaki pulai untuki memperbaikii ataui menjadikani pembuati deliki dapati 

menyesuaikani dirii dengani masyarakat,i melainkani untuki mencapaii suatui keadaani yangi 

diinginkan. i  

Alasani memilihi kombinasii teorii liberali individualistiki dani teorii ordeningsi 

strafrechti sebagaii teorii tentangi dasari pembenarani kriminalisasii adalahi bahwai prinsipi 

merugikani kepentingani orangi laini yangi merupakani tesisi pokoki teorii liberali 

indvidualistiki merupakani argumeni yangi palingi kuati untuki melakukani kriminalisasi.i 

Prinsipi merugikani orangi laini jugai merupakani salahi satui prinsipi dasari untuki 

mengkriminalisasii menuruti teorii Feinberg.i  

Prinsipnyai "uangi halal"i adalahi jauhi lebihi baiki darii "uangi haram".i "Uangi halali 

ataui uangi bersih"i (untaintedi money)i dapati diinvestasikani tanpai adai kekhawatirani 

akani penuntutan.i Sedangkani "uangi harami ataui uangi kotor"i (dirtyi money)i bersifati 

tidaki produktifi karenai jarangi digunakan,i bahkani tidaki jelasi penggunaannya,i dani 

risikoi kemungkinani bayang-bayangi penuntutani dani penghukumani bukani sesuatui hali 

yangi mustahil.i Persoalani historisi yangi selalui mengganggui dani ganjalani dalami 

masalahi pencuciani uangi adalahi bagaimanai mencegahi dani kemudiani bagaimanai 

membuktikannyai dii mukai sidangi pengadilan.i Semakini suliti *dani tertunda-tundai 

persoalani penyelesaiani yangi efisieni dani efektifi makai semakini besari dani signifikani 

akibati yangi ditimbulkani olehi pencuciani uangi terutamai terhadapi sistemi keuangani dani 

perbankan,i terutamai ancamani terhadapi stabilitasi ekonomii dani keuangani internasionali 

dii seluruhi negara.i  
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IMFi telahi menyatakani bahwai pencuciani uangi dii duniai telahi mencapaii antarai 3i 

(tiga)i sampaii dengani 4i (empat)i proseni darii GDPi Dunia.i Angkai Statistiki Tahuni 1996i 

(bayangkani empati tahuni yangi lalu.pen),i prosentasii tersebuti menunjukkani nilaii 

sebesar,i antarai $i 590i miliari dani $1.5i tilyun.i Angkai terrendahi inii setarai dengani devisai 

ekonomii Spanyol.i Financiali Actioni Taski Forcei (FATF)i menegaskani bahwai pencuciani 

uangi telahi mencapaii angkai $500i miliari peri tahuni merupakani angkai yangi layaki 

dipercaya.i Dii Inggrisi diperkirakani angkai pencuciani uangi mencapaii 7i sampaii 13i 

proseni darii GDPi Inggris.i Angka-angkai tersebuti diperolehi darii tindaki pidanai narkotikai 

dani perpajakani dii seluruhi negarai dii dunia. i  

Penilaiani mengenaii angkai pencuciani uangi jugai munculi dalami pembahasani drafti 

Undangundangi tentangi Hasili Kejahatani (Proceedsi ofi Crimei Act,i 2002)i dii Parlemeni 

Inggris,i antarai laini dikatakani sebagaii berikut:i  

"Thei valuei ofi criminali proceedsi availablei toi bei confiscatedi ...wasi estimatedi ini 

Mayi 1995i asi beingi asi muchi asi 650i millioni poundsterlingi peri annum,i whichi isi 

potentiallyi harmfuli economici effect.i Fori example,i ifi suchi moneyi isi noti targetedi ini ai 

systematici way,i failuresi ofi legitimatei businessesi couldi occuri duei toi criminallyi 

financedi competition".i  

Dii seluruhi negarai OECDi (Organizationi ofi Economici Cooperationi andi 

Development),i terbanyaki darii negara-negarai Unii Eropai plusi Jepang;i nilaii totali 

pencuciani uangi mencapaii angkai 12.7i %i darii GDPi totali padai tahuni 1998i senilaii $i 

2.004.9i milyar;i meningkati mencapaii 16.7i proseni darii GDPi totali padai tahuni 2001i 

senilaii $i 3.402.7i milyar. (Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004).i i  

Jikai dibandingkani dengani kondisii dii Indonesia,i estimasii angkai pencuciani uangi 

darii tahuni 2003-2009,i telahi mencapaii Rp.600i trilyun,i termasuki Rp.5i trilyuni darii 

tindaki pidanai korupsi.i Estimasii angkai pencuciani uangi tersebuti jikai dengani APBNi 

Tahuni 2010,i senilaii totali Rp.1.047,7i Trilyun;i makai menunjukkani angkai 17i %i darii 

totali APBNi Tahuni 2010.i Angkai tersebuti mungkini jauhi lebihi besari dengani adanyai 

kelemahan-kelemahani penegakani hukumi yangi disampaikani PPATK.i Datai terakhiri 

darii laporani PPATKi Tahuni 2003i sampaii dengani Tahuni 2009i menunjukkani bahwai 

jumlahi perkarai tindaki pidanai pencuciani uangi yangi sampaii dii pengadilani dani telahi 

dijatuhii hukumani hanyai sebanyaki 35i (tigapuluhi lima)i perkarai saja. i Bertolaki darii 

uraiani dii atas,i kitai semakini menyakinii bahwa,i undang-undangi bukanlahi satusatunyai 

solusii dalami penegakani hukumi terhadapi tindaki pidanai pencuciani uangi terutamai dii 

Indonesia.i Hali inii disebabkani duai hali yaitu,i pertama,i modusi operandii tindaki pidanai 

pencuciani yangi dii dukungi dengani teknologii informasii moderni bahkani jauhi lebihi 

moderni daripadai yangi dimilikii olehi penegaki hukum.i Kedua,i tindaki pidanai pencuciani 

uangi berkaitani langsungi dengani kebijakani ekonomii nasionali yangi diterapkani dii 

Indonesia.i Salahi satui darii kebijakani tersebuti adalahi mendorongi pertumbuhani 

ekonomii nasionali melaluii antarai laini peningkatani penananami modali termasuki modali 

asing.i Kebijakani ekonomii nasionali tersebuti memerlukani aluri informasii yangi akurati 

dani terukuri mengenaii arusi lalui lintasi uangi darii luari negerii kei dalami pasari domestiki 

dani sebaliknya.i Atasi dasari keduai hali tersebuti makai kebijakani Negarai dalami 

pencegahani dani pemberantasani tindaki pidanai pencuciani memerlukani akurasii 

informasii mengenaii kondisii pasari modali dani lalui lintasi pergerakani uang/danai darii 

dani kei dalami aktivitasi ekonomi,i keuangani dani perbankani dii Indonesia.i Hali inii hanyai 

dapati dii deteksii dani dii interdiksii jikai terdapati kesatuani koordinasii antarai lembagai 
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jasai keuangani perbankani dani non-perbankani sertai masyarakati dani BIi sertai PPATK.i 

Keberhasilani koordinasii tersebuti semuai terpulangi padai kemampuani teknologii 

informasii perbankani yangi dimilikii BIi dani PPATKi sertai lembagalembagai dimaksudi 

karenai pergerakani lalui lintasi uangi darii dani kei dalami aktivitasi ekonomi,i keuangani dani 

perbankani sangati cepati dalami hitungani detik!i  

Atasi dasari pertimbangani tersebuti diperlukani perubahani yaitui menggunakani 

pendekatani utilitariani dengani paradigmai keadilani restoratifi dani retributif.i Perubahani 

tersebuti menuntuti perubahani analisisi hukumi pidanai dengani menggunakani analisisi 

Pendekatani ilmui ekonomii ataui "economici analysisi toi thei criminali law". Intii darii 

pendekatani analisisi ekonomii terhadapi hukumi pidanai adalah,i bersandarkani padai tigai 

parameteri yaitu,i Nilaii (value),i kemanfaatani (Utility),i dani tepati gunai (efficiency).35
i 

Ketigai parameteri tersebuti harusi dijadikani rujukani ketikai prosesi legislasii dilaksanakani 

termasuki dalami merumuskani pasali demii pasali dalami suatui rancangani undang-

undang.i Yangi terpentingi dalami menggunakani pendekatani analisisi ekonomii terhadapi 

hukumi pidanai khususnyai dalami pencegahani dani pemberantasani pencuciani uang,i 

perlui dipertimbangkani secarai hati-hatii efeki negatifi selaini efeki positifi darii 

pemberlakuani undang-undang.i Darii suduti analisisi ekonomii terhadapi hukumi pidanai 

makai penjatuhani sanksii pidanai dendai harusi diutamakani darii hukumani penjarai dengani 

pertimbangani ketigai parameteri dii atas.i Berdasarkani ketigai parameteri dii atas,i makai 

penerapani pidanai dendai yangi memilikii efeki deterenti lebihi pentingi daripadai 

penjatuhani pidanai penjarai karenai biayai yangi diperlukani selamai terhukumi menjalanii 

pidana,i lebihi besari dengani dampaki lebihi buruki terhadapi pelakunyai dibandingkani 

dengani pidanai denda.i Hali inii berlakui terhadapi tindaki pidanai yangi berkaitani dengani 

keuangani dani perbankani dii manai pemangkui kepentingani terdirii darii pelakui bisnisi 

dani pelakui perbankani termasuki korporasinya.i  

Merujuki kepadai ketigai parameteri pendekatani analisisi darii suduti ekonomii dii 

atas,i makai ketujuhi kelemahani yangi disampaikani PPATKi dalami usulani perubahani 

undang-undangi tindaki pidanai pencuciani uangi (2010)i masihi perlui dimasukkan,i 

"ketiadaani pendekatani darii suduti analisisi ekonomi"i dii dalami penyusunani undang-

undangi tentangi pencegahani dani pemberantasani tindaki pidanai pencuciani uang. i  
i  
C. Analisisi Hukum UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang  
i  
1.i Konfliki wewenangi dani ketidakpastiani hukumi  

a. Juduli UUi P2TPPUi 2010i menunjukkani bahwai selaini UUi tersebuti 

menetapkani ketentuani barui mengenaii definisii "lembagai jasai keuangani 

banki dani non-bank"i yangi diperluas,i jugai bermaksudi menempatkani 

PPATKi tidaki sekedari sebagaii "supportingi unit"i terhadapi lembagai 

penegaki hukumi yangi sudahi ada,i melainkani sebagaii "lembagai penegaki 

hukum"i dalami sistemi peradilani pidanai terintegrasii (integratedi criminali 

justicei system).i Penempatani PPATKi tersebuti mencerminkani bahwai terjadii 

perubahani fungsii PPATKi darii tipei modeli administratifi (administrativei 

typei model)i kepadai lembagai tipei modeli penegakani hukumi (lawi 

enforcementi typei model).i  

b. Usuli perubahani fungsii dani peranani PPATKi tersebuti sudahi tentui 

berdampaki terhadapi sistemi peradilani pidanai terintegrasii secarai 
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keseluruhani karenai lembagai yangi memilikii tugasi dani wewenangi 

penyelidikan,i bertambahi disampingi polrii dani PPNSi tertentu.i Masalahi laini 

adalahi ketentuani yangi membolehkani penyidiki tindaki pidanai asali (PPNSi 

Beai Cukai,i Kepabeanan,i BNN,i Pajak,i KPK,i Kejaksaan,i Polri)i melakukani 

penyidikani TPPUi Dimasukkannyai wewenangi tambahani kepadai penyidiki 

tindaki pidanai asali adalahi untuki menghilangkani hambatani dalami 

pencegahani dani pemberantasani TPPUi dani mengurangii bebani Polrii dani 

PPATK.i Namuni demikiani ketentuani inii rentani menimbulkani konfliki 

wewenangi antari penyidiki dani penyidiki PPNSi satui samai lain.i Untuki 

mencegahi inii UUi P2TPPUi telahi mengantisipasii dengani pembentukani 

satgasi gabungani penyidiki namuni pembentukani satgasi inii puni dalami 

praktiki tidaki adai jaminani merupakani solusii terbaiki bahkani bisai jadii 

merupakani bagiani darii masalahi baru.i Yangi harusi dipertimbangkani dii 

dalami pembahasani UUi inii adalahi kepentingani pemangkui  

kepentingani (stakeholder)i yangi terbesari adalahi parai pelakui bisnis.i 

Sekalipuni langkahi pencegahani dani pemberantasani TPPUi merupakani 

salahi tugasi pentingi dalami menciptakani kenyamanani berinvestasii tetapii 

bukani satu-satunyai tugasi terpentingi dii dalami penegakani hukumi dii 

Indonesia.i Tugasi pentingi lainnyai adalahi perlindungani hukumi dani 

kepastiani hukumi dalami berinvestasii dani berbisnisi baiki olehi orangi asingi 

maupuni pengusahai nasionali dii Indonesia.i Semakini banyaki "tangani 

penegaki hukum"i baiki darii lembagai penegaki hukumi konvensionali maupuni 

PPNSi dalami pencegahani dani pemberantasani pencuciani uangi makai 

semakini rentani terhadapi penyalahgunaani wewenangi bahkani konfliki 

wewenangi sertai semakini jauhi darii kepastiani hukumi dani keadilani dii 

dalami penegakani hukumi yangi merugikani kepentingani pelakui bisnisi yangi 

beritikadi baik.i  
i  

 

2. Kelemahan hukum materiel dan hukum formil dalam penegakan hukum TPPU  

a. Kelemahani hukumi materieli dalami UUi TPPUi 2002/2003i telahi diakuii dii 

dalami UUi P2TPPUi 2010i yaitui dengani memasukkani ketentuani untuki 

menyempurnakani rumusani TPPUi lamai agari memudahkani prosesi 

pembuktiani olehi penegaki hukumi dani membatasii ruangi geraki pelakui 

TPPU.i UUi P2TPPUi inii berkehendaki untuki mengakomodasii Unitedi 

Nationsi Modeli lawi oni Moneyi Launderingi andi Proceedi ofi Crimei Billi 

(Tahuni 2003)i dani mematuhii kewajiban-kewajibani yangi diletakkani 

dalami Kovensii TOCi (2000)i telahi diratifikasii dengani Undang-undangi 

Nomori 5i Tahuni 2009,i Konvensii Internasionali Pemberantasani Tindaki 

Pidanai Terorismei  

Tahuni 1999i telahi diratifikasii dengani Undang-undangi Nomori 6i Tahuni 

2006,i dani Konvensii PBBi Antii Korupsii Tahuni 2003i yangi telahi 

diratifikasii dengani Undangundangi Nomori 7i Tahuni 2006.i  

b. Langkahi Pemerintahi (PPATK)i untuki meningkatkani eifisiensii dani 

efektivitasi penerapani konvensii internasionali tersebuti dii atasi melaluii 

penguatani pencegahani dani pemberantasani TPPUi merupakani langkahi 
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maju.i Namuni demikiani harusi jugai diingati konvensi-konvensii dii atasi 

bukanlahi merupakani konvensii yangi bersifati memaksai dani represifi 

melainkani bersifati regulatifi dani preventif.i Selaini itu,i lazimnyai dalami 

setiapi konvensii dimasukkani ketentuani mengenaii "Statei Sovereignty"i 

(kedaulatani negara)i dani mekanismei implementasii konvensii sertai klausuli 

mengenaii penyelesaiani sengketa.i Berdasarkani tigai ketentuani yangi 

bersifati strategisi dalami setiapi konvensii dengani karakteri tersebuti dii atasi 

makai tidaki adai keharusan/kewajibani untuki mematuhii seluruhi substansii 

konvensii kecualii konvensi-konvensii tersebuti merupakani "non-reservedi 

convention"i yangi bersifati mengikati dani memaksai setiapi negarai 

melaksanakani seluruhi kewajibani yangi dicantumkani dalami konvensi,i 

sepertii Statutai Mahkamahi Pidanai Internasionali (Internationali Criminali 

Court,i 1998)i yangi telahi berlakui efektifi tanggali 17i Julii 2002.i Tigai 

konvensii yangi digunakani sebagaii rujukani penyusunani UUi P2TPPUi 

2010i dii atasi sesuaii dengani karakteri konvensii sangati tergantungi darii 

kesiapani pemerintahi setiapi negara,i bukani tergantungi darii peratifikasiani 

atasi konvensi-konvensii tersebuti semata-mata.i Implementasii konvensii 

dengani karakteri sepertii itui memungkinkani diajukannyai penundaani 

pelaksanaanyai olehi pemerintahi suatui negarai dengani mengajukani alasan-

alasani yangi dapati dipertanggungjawabkani dani semuai hambatan-

hambatani tersebuti seharusnyai dimasukkani dalami laporani tahunani 

(annuali report)i pemerintahi Indonesiai kei sekretariati jenderali PBBi dii 

Newi Yorki ataui organi PBBi yangi relevani dengani implementasii konvensii 

tersebut.i  

c. Berdasarkani ratingi APGi MLi Indonesiai yangi dikeluarkani dalami 

pertemuani tahunani APGi padai bulani Julii 2008i dii Balii menunjukkani 

"leveli ofi compliance"i Indonesiai masihi rendah,i baiki dalami memenuhii 40i 

rekomendasii TPPUi dani 9i rekomendasii dalami Suspiciousi Reporti (SR)i 

tidaki berartii bahwai pemerintahi Indonesiai belumi memilikii kinerjai yangi 

baik.i Sebaliknyai darii seluruhi penilaiani (mutuali evaluation)i mulaii darii 

Compliance,i Largelyi Compliant,i Partiallyi Complaint,i non-complainti dani 

Noni Applicablei membuktikani bahwai Indonesiai hanyai belumi dapati 

memenuhii satui kategorii sajai (noni applicable)i darii kategorii lainnya.i 

Kelemahani Indonesiai sebagaimanai diakuii PPATKi dani dalami laporani 

tersebuti bahwa,i belumi mengadopsii rekomendasii FATFi Noi 12i dani Noi 13i 

yangi memperluasi "pelapori transaksii keuangani mencurigakani (TKM)i 

meliputii Designatedi Noni financiali Business,i sepertii lawyeri dani notaris.i 

Semuai kekhawatirani atasi penilaiani duniai internasionali terhadapi 

Indonesiai dalami kinerjai pencegahani dani pemberantasani TPPUi patuti 

dipertimbangkani secarai seriusi namuni tidaki perlui selalui dijadikani 

momoki yangi menyeramkani dani dianggapi satu-satunyai mekanismei 

pemerintahi setiapi negara,i bukani internasionali yangi dapati dilakukani 

untuki mematuhii konvensii internasionali tersebut;i semuanyai sangati 

tergantungi darii penilaiani pemerintahi sendirii terhadapi kesiapani dii dalami 

negeri.i Perlui diingatkani bahwa,i sekalipuni pemerintahi terikati padai suatui 

perjanjiani internasionali (setelahi ratifikasi)i namuni demikiani sesuaii  
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d. Dengani prinsipi kedaulatani negarai (State'si sovereignty)i setiapi negarai 

memilikii haki eksklusifi untuki menyelesaikani masalahi domestiki negarai 

ybsi dani tidaki dibenarkani negarai laini melakukani intervensii terhadapi 

masalahi domestiki negarai lain.i  

e. Dii dalami RUUi P2i TPPUi 2010,i ketentuani hukumi acarai hanyai diaturi 

dalami 2(dua)i pasali rajai dani tidaki mengaturi secarai lengkapi untuki 

mengatasii kelemahani hukumi acarai yangi telahi diuraikani dii atas.i 

Kelemahani hukumi acarai yangi terdapati dalami UUi TPPUi 2002/2003i 

justrui diulangii kembalii dalami RUUi P2TPPUi 2010.i  

f. Kelemahani hukumi acarai jugai tampaki dalami ketentuani mengenaii 

pemblokirani terhadapi rekeningi seseorangi yangi didugai berasali darii 

transaksii keuangani yangi mencurigakan.i Pemblokirani tersebuti berisikoi 

menjadii perbuatani menyalahgunakani wewenangi dani bersifati melawani 

hukumi karenai tidaki diaturi haki seseorangi yangi dikenakani pemblokirani 

sedangkani pemblokirani tersebuti masihi dalami rangkai tugasi penyelidikani 

(belumi memasukii tahapi penyidikan)i dani ybsi belumi ditetapkani menjadii 

tersangka.i Apalagii Ketentuani pemblokirani dapati dilaksanakani untuki 

selamai 90i hari.i Jikai tidaki terdapati buktii permulaani cukupi untuki 

ditingkatkani kei tahapi penyidikani makai pemblokirani harusi dicabuti 

kembali.i Ketentuani inii jugai berisikoi memicui pengaduani setiapi wargai 

negarai terutamai pihaki pelakui bisnisi untuki mengajukani haki ujii materieli 

karenai dianggapi bertentangani dengani ketentuani UUDi 1945i khususi Pasali 

28i Hi ayati (4).i  

g. Ketentuani pemblokirani yangi sangati rentani pelanggarani tersebuti prinsipi 

paradugai taki bersalahi berisikoi munculnyai tuntutani pidanai dani gugatani 

perdatai terhadapi pimpinan/pegawaii PPATK.i Selaini itui kemungkinani 

pembocorani rahasiai rekeningi seseorangi sangati tinggii sehinggai masuki 

akali jikai dii dalami RUUi P2i TPPUi dimasukkani ketentuani mengenaii 

imunitasi darii baiki tuntutani pidanai maupuni perdata.i  

h. Ketentuani dalami RUUi P2TPPUi khususi mengenaii ketentuani 

pemblokirani atasi rekeningi seseorangi dalami statusi belumi ditetapkani 

menjadii tersangka,i menimbulkani ketidaknyamanani bagii setiapi pelakui 

bisnisi sehinggai mendorongi akani terjadinyai "capitali outflow"i kei negarai 

laini dani secarai tidaki langsungi merugikani kepentingani ekonomii nasional.i  
i  
PENUTUP  

1. Keberadaani UUi TPPUi dii Indonesiai sejaki diundangkani pertamai kalii tahuni 

2002i dilatarbelakangii olehi perkembangani kejahatani transnasionali terorganisasii 

yangi semakini meningkati dengani berbagaii aktivitasi kriminali dengani tujuani 

memperolehi keuntungani finansiali akani tetapii telahi terbuktii merusaki sistemi 

keuangani internasionali dani nasional.i  

2. Keberadaani PPATKi berdasarkani UUi TPPUi (2002/2003)i dalami sistemi 

peradilani pidanai terintegrasii (Integratedi Criminali Justicei System)i 

sesungguhnyai merupakani "supportingi unit"i tetapii bukani bagiani darii sistemi 

tersebut.i Akibati hukumi darii statusi PPATKi tersebuti adalahi terhadapi PPATKi 

tidaki berlakui ketentuani hukumi acarai pidanai (KUHAP)i dani hanyai berlakui UUi 
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TPPUi semata-mata.i Ketentuani hukumi acarai pidanai yangi disebutkani dalami 

UUTPPUi hanyai terbatasi ditujukani bagii penyidiki kepolisiani dani penuntuti 

umumi sertai hakim.i Namuni demikiani keberadaani PPATKi dii dalami kebijakani 

rezimi hukumi pencuciani uangi dii Indonesiai sangati strategisi dani menentukani 

karenai PPATKi merupakani satu-satunyai lembagai independeni dii dalami lingkupi 

penegakani hukumi yangi memilikii kewenangani luari biasai (superi power)i dani 

melakukani tindakantindakani luari biasai (extrai ordinaryi measures)i sepanjangi 

mengenaii lalui lintasi keuangani darii dani kei luari negerii yangi bersifati 

mencurigakani dani berindikasii TPPU.i  

3. Fungsii dani peranani PPATKi sebagaimanai diuraikani dii atasi tidaki harusi 

ditafsirkani sebagaii keterbatasani wewenangi melainkani harusi dilihati darii 

perspektifi "supportingi unit"i dalami penegakani hukumi pencuciani uangi dii 

Indonesia.i Fungsii dani peranani PPATKi berdasarkani UUi TPPUi 2002/2003i 

menggunakani tipei modeli administratifi (Administrativei type),i dani kinii dengani 

RUUi TPPUi inii hendaki diubahi menjadii tipei modeli penegakani hukumi (lawi 

enforcementi type).i  

4. Kehendaki pemerintahi untuki mengubahi UUi TPPUi 2002/2003i yangi mengakuii 

modeli penegakani hukumi mengandungi konsekuensii lembagai PPATKi harusi 

memilikii wewenangi pro-justisiai yaitui yangi diusulkan,memilikii wewenangi 

penyelidikani (preliminaryi investigation).i Jikai menggunakani definisii 

penyelidikani dii dalami KUHAPi makai lembagai PPATKi memilikii tugasi dani 

wewenangi yangi sangati luasi dibandingkani dengani tugasi dani wewenangi 

berdasarkani UUi TPPUi 2002/2003.i Kewenangani yangi luasi tersebuti menuntuti 

PPATKi menemukani buktii permulaani cukupi untuki menentukani telahi terjadii 

tindaki pidanai pencuciani uang.i Kewenangani PPATKi sedemikiani sudahi tentui 

memilikii implikasii terhadapi polai hubungani vertikali antarai PPATKi dani 

lembagai penyediai jasai keuangani bank/non-banki dii satui sisii dani polai 

hubungani horizontali antarai PPATKi dani kepolisiani dani kejaksaan.i Perubahani 

polai hubungani tersebuti akani berdampaki signifikani terhadapi sistemi peradilani 

terintegrasii berdasarkani KUHAPi yangi telahi berjalani sejaki Tahuni 1981.i 

Dampaki signifikani yangi sangati rentani adalahi eksesi penyalahgunaani 

wewenangi dani konfliki wewenangi antarai PPATKi dani Polrii dii satui sisi,i dani 

Polrii dani Kejaksaani dii sisii lain.i  

5. Duniai usahai mendambakani ketertibani dani kepastiani hukumi sebagaii jaminani 

hukumi melakukani aktivitasi bisnisi dengani nyamani dii Indonesia.i Dii dalami 

situasii birokrasii yangi masihi rentani terhadapi tindaki pidanai korupsii dani budayai 

koruptifi (corruptivei culture)i kiranyai perubahani atasi UUi TPPUi 2002/2003i 

sebaiknyai hanyai dibatasii padai pendekatani regulatifi daripadai pendekatani 

represifi yangi dikendalikani olehi PPATK.i Pendekatani keduai sebaiknyai tetapi 

beradai padai Polrii dani kelemahani koordinasii diaturi kembalii dalami RUUi 

P2TPPU.i Usuli perbaikani inii diperlukani untuki meningkatkani fungsii "checki 

andi balance"i antarai PPATKi dani Polrii dii satui sisii dani antarai Polrii dani 

Kejaksaani dii sisii lain.i Sarani inii bertujuani agari pelakui bisnisi dani lembagai 

penyediai jasai keuangani bank/noni banki tidaki menjadii "objek"i perlakuani 

banyaki instansii yangi berujungi padai ketidaknyamanani dalami beraktivitasi yangi 

memberikani keuntungani devisai kepadai negarai  
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